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Abstrak 
Dalam hukum syari’ah dikenal dengan sebutan Khilafah atau 
Imamah, khilafah ialah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum 
muslimin didunia untuk meneggakkan hukum-hukum syari’at 
Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap pejuru dunia. 
Mendirikan khilafah adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin, 
hubungan antara agama dan negara dalam Islam, telah 
diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad S.A.W. Praktek 
hijrah (Mekkah ke Madinah) yang dilakukan oleh Nabi 
Muhammad S.A.W., mengemban misi Tuhan, yaitu menciptakan 
masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan 
suatu entitas sosial-politik, yaitu sebuah Negara. 
 
Kata Kunci : Khilafah, Imamah dan siyasah. 
 
 
 
 
 
 
A. Pendahuluan 
Islam tidaklah semata-mata suatu agama atau sebutan 
keyakinan atau hanya pada pelaksanaan bentuk ibadah saja, pada 
kenyataannya Islam adalah suatu aturan lengkap guna menuntun 
kehidupan individu secara utuh. Al-Qur’an meletakkan prinsip-
prinsip kehidupan secara umum dan bersifat terpadu 
mempegaruhi semua aspek sisi kehidupan manusia pembentukan 
individu, keluarga, masyarakat, rakyat, Negara dan umat 
manusia. 
50 
 
  Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2015 
Sesungguhnya, keterkaitan antara agama dan Negara di 
masa lalu hingga zaman sekarang bukan hal yang baru dalam 
pembicaraan Islam dan Negara selalu menjadi hal yang 
mengesankan sepanjang peradaban Islam. Bahkan penyebutan 
dan penamaan Negara Islam selalu menjadi perbincangan 
dikalangan umat Islam sehingga opini yang berkembang 
dikalangan umat Islam pendirian Negara Islam menjadi penting 
untuk melaksanakan ajaran Islam secara Kaffah. Oleh karena itu 
penting bagi umat Islam mempelajari telaah atas fiqh Siyasy 
(konsep pemerintahan Islam). 
Sistem Pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang 
berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada 
di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, 
pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang 
dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari 
aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang 
diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang 
menggambarkan wujud Negara Islam, dan hal-hal yang 
menjadikannya berbeda sama sekali dari seluruh bentuk 
pemerintahan yang ada di dunia.
1
 Dalam Islam tidak berbentuk 
sistem monarchi, republik, kekaisaran dan federasi. Sistem 
pemerintahan Islam ialah sistem pemerintahan sentralisasi, 
dengan penguasa tertinggi cukup dipusat. Pemerintah pusat 
mempunyai otorisasi yang penuh terhadap seluruh wilayah 
Negara, baik dalam masalah-masalah yang kecil maupun yang 
besar. Negara Islam tidak akan mentolelir terjadinya separatism 
sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak akan lepas begitu saja. 
Negara yang akan mengangkat para pejabat dan Negara juga 
yang akan mengurusi secara langsung seluruh urusan yang 
berhubungan dengan pemerintah seluruh negara.
 
Dalam hukum 
syari’ah dikenal dengan sebutan Khilafah atau Imamah, khilafah 
ialah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin didunia 
untuk meneggakkan hukum-hukum syari’at Islam dan 
                                                 
1 Abdul Qadim Zallum,Sistem Pemerintahan Islam,Darul Ummah-Surabaya,2002 
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mengemban dakwah Islam ke segenap pejuru dunia. Mendirikan 
khilafah adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin.
2
 
Dalil-dalil Islam mengenai tata pemerintahan bersandar 
pada landasan-landasan atau prinsip-prinsip yang di wahyukan 
kepada Nabi. Negara Islam adalah Negara Tuhan Yang Maha 
Kuasa.
3
 Negara Islam menurut Fazlur Rahman adalah suatu 
Negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka 
memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah 
melalui wahyu-Nya.
4
 Ibnu khaldun menjelaskan Negara 
terbentuk karena keinginan manusia bergaul membangun 
solidaritas antara seseorang dengan orang lainnya dengan tujuan 
untuk menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya, baik untuk 
mempertahankan diri dan menolak musuh.
5
 Menurut Muhammad 
Tahir Azhary, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa apapun 
bentuk Negara tetap dalam kedaulatan hukum, yaitu bila itu 
Negara Islam maka dinamakan siyasah diniyah yang 
diterjemahkan sebaga nomokrasi Islam dan siyasah ‘aqliyah yang 
diterjemahkan sebagai Negara nomokrasi sekuler.
6
 
Hubungan antara agama dan negara dalam Islam, telah 
diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad S.A.W. Praktek 
hijrah (Mekkah ke Madinah) yang dilakukan oleh Nabi 
Muhammad S.A.W., mengemban misi Tuhan, yaitu menciptakan 
masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu 
                                                 
2 ibid 
3 Negara tuhan menyempurnakan tatanan dan meningkatkan martabat umat manusia ketingkat kehidupan yang 
lebih tinggi.lebih mulia, dan lebih spiritual, orang-orang muslim menjadi millat dan pemandu terbaik untuk mencapai 
cita-cita tujuan tegaknya Islam, untuk mencapai tujuan tegaknya Islam adalah penciptaan suatu Negara Muslim yang 
harus terselenggara menurut hukumnya yaitu syari’ah.Muhammad Aziz Ahmed, Pemikiran Politik Iqbal,Risalah 
Bandung,1983 
4 Implementasi penyelenggaraan Negara Islam dalam hal ini Fazalur Rahman tidak menformat secara kaku, 
elemen yang terpenting  yang dimiliki adalah Syura, lemabaga Syura dibutuhkan ijtihad para mujtahid tergantung pada 
para mujtahid di Negara yang bersngkutan oleh karenanya, akan mengalami perbedaan antara Negara Islam satu dengan 
Islam lainnya. Fazlur Rahman, Konsep Negara Islam,muncul pertama kali di Journal Islamic Studies, terbit September 
1967 
5 Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia-Jakarta,1981 
6
 
Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: suatu studi tenteng prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum 
Islam, implementasinya pada periode Negara madinah dan masa kini. Bulan Bintang-Jakarta,1992 
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entitas sosial-politik, yaitu sebuah Negara. Menurut Robert Billah 
seorang sosiologi agama bahwa Negara Madinah pimpinan Nabi 
Muhammad adalah model bagi hubungan antar agama dan negara 
dalam Islam. Sedangkan pemikir Islam kontemporer Muhammad 
Arkoun  menurutnya usaha Nabi Muhamad S.A.W., itu sebagai 
“Eksperimen Madinah” menyajikan kepada umat manusia contoh 
tatanan sosial-politik yang mengenal pendelegasian wewenang 
(artinya, wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada tangan 
satu orang seperti pada sistem diktatoral, melainkan kepada orang 
banyak melalui musyawarah dan kehidupan berkonstitusi (artinya 
sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keinginan dan 
keputusan lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis yang 
prinsip-prinsipnya di sepakati bersama) dokumen yang termasyur 
itu Mistaq al-Madinah (Piagam Madinah), dikenal oleh para 
sarjana modern “Konstitusi Madinah”,  menurut As-Sayyid 
Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi dari Universitas Islam 
Internasional Paris hal yang paling menakjubkan dari Konstitusi 
Madinah adalah untuk pertamakalinya dalam sejarah sistem 
pemerintahan didunia memuat “prinsip-prinsip dan kaedah-
kaedah kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya 
tidak dikenal umat manusia”.7 
Konsep  penyelenggaran pemerintah di Madinah adalah 
kedaulatan hukum dimana kekuasan tertinggi pada Negara itu 
adalah hukum karena penguasa, penyelanggara Negara dan rakyat 
hanya tunduk pada hukum. Alat bagi pencapaian tujuan akhir 
adalah penciptaan suatu Negara Muslim yang berdaulat. 
 
B. Konsep Negara Islam  
 Negara merupakan organisasi tertinggi diantara kelompok 
masyarakat yang memiliki kesatuan, tujuan dan cita-cita, untuk 
bersatu hidup di suatu daerah tertentu dan mempunyai 
pemerintahan yang berdaulat.
8
 Menurut kamus besar bahasa 
                                                 
7 Nurcholis madjid dkk, Islam Universal,Pustaka Pelajar-Yogyakarta,2007 
8 Moh.mahfud,MD. Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia,Renaka Cipta-Jakarta,2000 
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Indonesia Negara adalah organisasi yang berada dalam suatu 
wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan 
ditaati oleh rakyat. Hal ini berarti negara  merupakan pemegang 
keuasaan tertinggi dalam suatu masyarakat yang berada di suatu 
wilayah. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah 
yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh 
rakyatnya.
9
 
Negara Islam menurut Fazlur Rahman ialah suatu Negara 
yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka 
memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah 
melalui wahyu-Nya.
10
 Semakin luasnya pergaulan manusia dan 
diiringi kebutuhannya yang terhadap organisasi yang terorganisir 
yaitu organisasi suatu Negara yang dapat memelihara dan 
melindungi kebutuhan hidupnya dimana umat yang menganut 
agama dapat menjalankan perintah agamanya. 
Para ahli fiqih menamakan Negara Islam dengan darul 
Islam , Darul Islam ialah sebuah nama bagi wilayah yang berada 
dibawah kekuasaan kaum muslimin. Definisi ini mengedepankan 
unsur kekuasaan dan wilayah karena kewajiban kaum muslimin 
jika memerintah adanya keharusan menerapkan undang-undang 
Islam. Sebagian ahli fiqh lainnya memberikan definisi Darul 
Islam ialah tempat berlakunya ajaran-ajaran Islam dengan 
kekuatan dan kekuasaan kaum muslimin. Definisi ini 
menonjolkan segi ketatanegaraan dan kekuasaan tetapi juga 
mencakup unsur Negara yang lain seperti rakyat dan wilayah. 
Konsep dari Negara Islam : 
1)  Wilayah  
2)  Penduduk  
3)  Kekuasaan  
4)  Terjaminnya Keamanan 
5)  Mewujudkan Ketentraman 
6)  Memelihara Rakyat 
                                                 
9 Miriam budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,Gramedia Pustaka Utama-Jakarta,2008 
10 Konsep Negara Dalam Islam. Amirudin
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7)  Melindungi Rakyat 
8)  Menciptakan Kebebasan Menyembah Tuhan 
9)  Membangun Sistem Sosial 
10)  Memabangun Sistem Ekonomi11 
Gagasan kedaulatan dalam Islam tentang relasi pentingnya 
Islam dan Negara selalu menjadi wacana aktual tanpa 
memandang pergolakan politik yang terjadi wacana ini selalu 
menjadi faktor penting dari teori politik Islam, problem hubungan 
agama dan Negara merupakan gejala umum dari sebuah Negara 
hal ini menarik bagi Negara Indonesia yang mayoritas muslim 
dan memiliki azas pancasila, dimana Indonesia bukan Negara 
Islam dengan mayoritas rakyat adalah Islam, selalu menjadi 
pergolakan politik dalam perdebatan keinginan sebagaian 
masyarakat muslim untuk terwujudnya Negara Islam yang 
berazaskan Islam. Konsep Negara Islam yang di tawarkan seperti 
yang di contohkan Rasulullah adalah ke Khalifahan di Madinah, 
apakah Madinah Negara Islam atau bukan ? yang selalu menarik 
untuk dibahas. 
Menurut Munawir Sjadzali, sistem politik Islam itu tidak 
tunggal, tetapi beragam. Keragaman sistem politik Islam baik dari 
pengalaman muslim mengelola Negara, pengalaman Nabi 
Muhammad memimpin Negara Madinah, setelah menjadi kepala 
Negara di Madinah, Nabi segera menyusun sebuah konstitusi 
sebagai dasar untuk membangun Negara Madinah, yang 
konstitusi ini disebut Piagam Madinah. Dalam piagam ini tidak 
menyebutkan Islam sebagai dasar Negara. Maka Munawir 
Sjadzali mempertegas bahwa tidak ada keharusan bagi seorang 
muslim untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara. 
Seorang muslim bisa saja menerima dasar selain Islam asal dasar 
itu memberikan peluang implementasi nilai-nilai Islam dan 
                                                 
11  Abdul Karim Zaidan, Hak-hak Rakyat dan Kewajiban Negara dalam Islam,Lingkaran Studi Nusantara-
Yogyakarta,1983 
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kehidupan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai Dasar 
Negara (Munawir Sjadzali,1990).
12
 
Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Negara menjelaskan 
bahwa hubungan antara agama dan Negara dalam Islam, 
Rasulullah telah memberikan teladannya dengan hijrah dari 
Mekkah ke Madinah (al-Madinah, kota parexcellence). Dari 
nama yang dipilih oleh Nabi S.A.W. bagi kota hijrahnya itu 
menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi 
sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarkat berbudaya 
tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial politik, 
yaitu sebuah Negara. Negara Madinah pimpinan Nabi itu, seperti 
dikatan oleh Robert Bellah, seorang ahli sosiologi agama 
terkemuka, adalah model bagi hubungan antara agama dan 
Negara dalam Islam. Muhammad Arkoun, salah seorang pemikir 
Islam kontemporer terdepan, menyebut usaha Nabi S.A.W. itu 
sebagai “Eksperimen Madinah”. 13 
Menurut Muhammad Arkoun, eksperimen Madinah itu 
telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial-
politik yang mengenal pendelegasian wewenang (artinya 
wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada tangan satu orang 
seperti pada sistem dictatorial, melainkan kepada orang banyak 
melalui Musyawarah) dan kehidupan berkonstitusi (artinya, 
sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keinginan dan 
keputusan lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis yang 
prinsip-prinsipnya disepakati bersama). Karena wujud historis 
terpenting dari sistem sosial-politik eksperimen Madinah itu ialah 
dokumen yang termasyhur, yaitu Mistaq al-Madinah (Piagam 
Madinah) yang terkenal dikalangan sarjana modern “Konstitusi 
Madinah”, ide pokok dari konstitusi madinah (piagam Madinah) 
oleh Nabi Muhammad S.A.W. ialah adanya suatu tatanan sosial 
politik yang diperintah tidak boleh kemauan pribadi, melainkan 
secara bersama-sama; tidak oleh prinsip-prinsip ad hoc yang 
                                                 
12 Munawir Sjadzali,islam dan Tata Negara: Sejarah dan Pemikiran, UI Press-Jakarta,1990 
13 Nurcholish Madjid,Islam Universal
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dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, 
melainkan oleh prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam 
dokumen kesepakatan dasar semua anggota masyarakat yaitu 
sebuah konstitusi. 
Untuk melaksanakan undang-undang Islam memerlukan 
Negara, maka rasulullah mengambil taktik kenegarawanannya 
dengan melakukan “Bai’at” sebelum melaksnakan hijrah ke 
Madinah  disebut dengan Bai’at Aqabah dengan membawa 
rombongan ke Madinah sebanyak 73 orang laki-laki dan dua 
orang perempuan, bai’at adalah suatu ikatan, untuk mendirika 
dalam sejarah suatu masyarakat dan pemerintahan Islam yang 
pertama, bai’at tersebut memberikan kekuasaan kepada 
Rasulullah S.A.W, juga memberikan pernyataan ta’at terhadap 
Rasulullah sebagai kepala Negara yang baru. Mereka 
berkewajiban mempertahankan Negara. 
 
C. Ciri dan Tujuan Negara Islam 
Negara Islam bukan suatu negara tritorial dan daerah 
berdasarkan suku bangsa, batas-batas geografis, atau negara 
kebangsaan yang berdasarkan keturunan atau warna kulit akan 
tetapi Negara Islam berdasar pada konsep dan ideologi Islam 
yang memiliki ciri : 
1)  Tidak mengutamakan golongan 
2)  Tidak  Diskriminatif 
3)  Universal  meliputi berbagai ras dan suku bangsa 
Oleh karena itu semua nummat manusia dapat berpegang 
kepada idiologi Negara Islam, sebagai pembela guna 
mempertahankan ideology dan sistemnya. Jika ada rakyat yang 
menolak Islam ia boleh tinggal di bawah sistem Islam ia pun 
boleh tinggal dibawah sistem perundang-undangannya, begitu 
juga orang asing tanpa harus menukar agama dan 
kewarganegaraannya dan Negara tidak mempersulitnya. 
Tujuan Negara Islam Ialah sama dengan tujuan dari Islam 
itu sendiri, sebab ideology Negara Islam dibangaun dari Islam itu 
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sendiri. Bukan sekedar mewujudkan keamanan, ketentraman 
rakyat dan melindungi dari ancaman musuh luar, akan tetapi yang 
utama adalah melaksanakan hukum-hukum Islam dalam semua 
urusan kenegaraan dan menyiarkan da’wah Islam ke seluruh 
penjuru dunia. Negara Islam menjamin setiap umat Islam untuk 
beribadah dan kehidupan sesuai dengan tuntunan aqidah dalam 
sistem Islam. Kewajiban Negara Islam ialah menjauhkan hal-hal 
yang dapat menghalangi tercapai tujuan atau yang bertentangan 
dengan alam fikiran dan sistem Islam, baik dibidang ekonomi 
maupun sosial politik. Sebagaimana Allah. S.W.T. berfirman : 
Artinya : “Mereka yang jika Kami berikan kedudukan yang 
teguh di muka bumi, mereka mendirikan sholat, mengerjakan 
zakat, menyeruh manusia berbuat ma’ruf dan melarang mereka 
berbuat mungkar, dan kepada Allahlah kembali segala urusan” 
(al-haj:41). 
Maka dengan perintah mendirikan sholat, berarti 
memberikan kemudahan kepada rakyat untuk menyembah Allah. 
Adapun perintah menyuruh berbuat baik dan melarang kejahatan, 
berarti memungkinkan setiap rakyat untuk hidup dalam sistem 
Islam dalam melaksnakan urusan Negara berdasarkan undang-
undang Islam. Tujuan Islam pada intinya melindungi kepentingan 
rakyat dan masyarakat, dengan sistem Islam yang telah 
digariskan oleh Allah S.W.T. dengan demikian Negara telah 
menjamin kepetingan umat di dunia dan akhirat.
14
 
 
D. Tata Aturan Pemerintah Islam 
 Dalam Negara menurut Islam, kepribadian individu adalah 
jelas tidak akan menghancurkan Negara oleh karenanya didalam 
Negara Islam, individu sepenuhnya menikmati hak-hak yang 
telah ditetapkan Islam dan ditetapkan oleh Negara, hak-hak yang 
ditetapkan dan dinikmati individu ialah : 
 
 
                                                 
14 Abdul Karim Zaidan, Rakyat dan Negara Dalam Islam, Media Da’wah-Jakarta.1975 
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1. Hak-hak Politik : 
a. Hak Memilih 
b. Hak Musyawarah 
c. Hak Pengawasan 
d. Hak Pemecatan 
e. Hak Pencalonan 
2. Hak-hak Umum 
a.  Hak Persamaan 
b. Hak Bertempat Tinggal 
c. Kebebasan Bekerja 
d. Kebebasan Kepemilikan 
e. Kebebasan Berpendapat 
f.    Hak Menuntut Ilmu 
g. Hak Menerima Santunan Negara15 
3. Dasar dasar dalam tata aturan pemerintan Islam ialah : 
1.  Keadilan  
2.  Syura (permusyawaratan) 
3.  Tanggungjawab Pemerintah.16 
 
4. Hukum Imamah 
Hukum keberadaan pemerintah untuk menegakkannya 
adalah keharusan atau fadhu bagi masyarakat atau umat dalam 
komunitasnya. Jika tidak ditegakkan, masyarakat atau umat 
tersebut telah melakukan suatu kesalahan fatal. Pendapat ini 
diperkuat oleh Ahlus Sunnah dan Murji’ah mengatakan bahwa 
imamah wajib dengan akal dan dengan syara’ (agama) secara 
bersama-sama tanpa membeda-bedakan antara kedua sumber 
tersebut, dan tidak mengklasifikasikan antara keduanya dalam 
waktu dan tingkatan. Dasar yang digunakan Qur’an Surat An-
Nissa 59 : Artinya “ ..wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 
Allah dan Rasul-Nya, dan para pemimpin kalian…”.(An-Nisa 
59). Sedangkan sekelompok kecil Muktazilah dan Khawarij 
                                                 
15 Abdul karim zaidan, Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam,yayasan Al-Amin Jakarta, 1984 
16 Hasbi Ash Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Bulan Bintang- Jakarta,1969 
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mengatakan hukumnya adalah jaiz, hukum menjadi tidak wajib 
dalam agama jika mereka berbuat adil, saling menolong dan 
membantu atas kebaikan dan takwa serta setiap orang mukallaf 
melakukan kewajiban dan tugasnya, maka mereka tidak 
memerlukan imam dan tidak perlu pengikut padanya. Pendapat 
ini bersifat teoritis atau imajinatif dimana eksistensi seorang 
imam hukumnya tidak mesti wajib dalam seluruh situasi, masalah 
itu diserahkan pada kebijakan umat dan kondisi yang ada. Jika 
umat memandang bahwa eksistensi seorang imam memang 
diperlukan, maka hukum keberadaan seorang imam menjadi 
wajib.
17
 
Pendapat tersebut tidak lebih dari sebentuk hipotesis 
perbedaan yang terjadi antara para ulama dan tokoh tersebut 
merupakan perbedaan yang sifatnya teoritis pada hakikatnya 
seluruh ulama dan madzhab Islam sepakat untuk wajib 
melaksanakan merealisasikan syari’ah Islam dalam melaksanakan 
kewajiban-kewajiban yang dianutnya. 
Dalam Islam Al-Qur’an menegaskan musyawarah sebagai 
suatu prinsip pemerintahan dan satu metode yang harus di 
aplikasikan dalam administrasi masalah umum (publik), teori 
hukum Islam mengakui sejumlah sumber (hukum) seperti 
konsesus umu (ijma’). Pertimbangan Kepentingan Umum 
(istislah), dan kebiasaan sosial (‘urf) diantara sumber-sumber  
(hukum) syari’ah yang diakui, untuk memenuhi kebutuhan dan 
konsesus sosial. Teori hukum mengakui konsesus umum sebagai 
sumber hukum yang mengikat, dan pemerintah juga terikat oleh 
perintah al-qur’an untuk bermusyawarah dengan masyarakat 
mengenai masalah-masalah publik. 
Dari perspektif syari’ah menugukur keberhasilan dan 
tidaknya pemerintaha ialah dengan mengukur kepentingan 
(inters) umum dimana pemerintah harus dijalankan sesuai dengan 
kepentingan umum, hal ini merupkan subyek ketentuan hukum 
“Masalah imam ditentukan dengan merujuk pada kepentingan 
                                                 
17 M.Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam,Gema Insani Press-Jakarta,2001 
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umum” dengan demikian dalam tata pemerintahan Islam untuk 
menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah jika 
terjadi konflik antara kepentingan umum dan pribadi harus 
ditetapkan dengan mempertimbangakan kepentingan umum, 
prinsip kepentingan umum merupakan kriteria yang dengannya 
keberhasilan atau kegagalan pemerintah.
18
 
Penyelenggaraan pemerintah dalam Islam haruslah 
mengedepankan kepetingan umum daripada kepetingan golongan 
dan pribadi karena ilmu kenegaraan bagi seorang pemimpin 
menjadi hal penting untuk menjadi seorang negarawan (siyasa) 
keterampilan ketatanegaraan, keahlian bertatanegara sumber 
utama seorang pemimpin untuk memutuskan keputusan-
keputusannya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah dan 
konflik, menciptakan kedamaian dan menghindarkan tindak 
kejahatan yang mengarah pada munculnya fitnah dan kehancuran 
Negara.
19
  
 
E. Islam dan sistem Negara Indonesia 
Indonesia adalah Negara yang tidak berdasarkan agama, 
Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk dan heterogen 
dengan berbagai suku, ras agama dan budaya. Dimana Indonesia 
Negara yang berasaskan Pancasila tetapi nilai-nilai agama 
menjadi inspirasi penyelenggara negara, nilai-nilai agama yang 
akan menjadi nilai akumilasi sosiologis dan titik temu ditingkat 
penyelenggara Negara dan nilai-nilai agama mampu memberi 
warna setiap produk hukum dan perundang-undangan. Walaupun 
nilai agama tidak tertuang secara formal tapi Indonesia bukanlah 
negara sekuler. Indonesia negara yang Berketuhanan, Yang Maha 
Esa seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke satu. Negara 
tidak saja memberi perlindungan pada pemeluk agama dan 
menjalankan perintah agamanya tapi juga mengatur hubungan 
                                                 
18 John L Esposito (Ed), Islam Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Iman dan Realitas Sosial,Inisiasi Press-
Jakarta,2004 
19 Bernard Lewis-Alih Bahasa Ihsan Ali Fauzi, Bahasa Politik Islam’,Gramedia Pustaka Utama-jakarta,1994 
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antara umat beragama tanpa melakukan intervensi terhadap 
ajaran teologis setiap agama. 
Sekalipun umat Islam merupakan mayoritas terbesar umat 
yang ada di Indonesia, tunduk dan patuh pada aturan sistem 
negara Indonesia sebagai bentuk ketaatan pada pemimpin Negara 
seperti yang terdapat pada al-qur’an An-Nisa 59 ,Artinya : “ 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad),dan ulil amri (Pemegang Kekuasaan) 
diantara kamu…” 
Dari ayat tersebut dalam Islam diperintahkan mentaati ulil 
amri (pemegang kekuasaan), Pancasila merupakan konsesus 
nasional dan kesepakatan umum bagi seluruh kelompok agama 
prinsip-prinsip. Pancasila mengedepankan budaya toleran antar 
agama dan keyakinan lokal, dalam sistem Pancasila, seseorang 
menyakini kebenaran agamanya dan pada saat yang sama 
menghormati keberadaan agama lain. Yang disebut Pancasila 
yaitu : 
1. Pancasila disini yang berlaku sejak 5 Juli 1969 adalah 
pancasila rumusan V, yaitu rumusan II (Pendahuluan 
UUD 1945) yang dijiwai Rumusan I (Piagam Jakarta). 
Rumusan V inilah yang pada dewasa ini berlaku.  
2. Sikap formal wakil-wakil umat Islam dalam DPR 
pilihan rakyat (Masjumi, NU, PSII, Perti, dan lain 
lainnya) sudah menerima secara aklamsi (pada tanggal 
22 juli 1959). Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan 
berlakunya UUD 1945 yang dijiwai oleh piagam 
Jakarta, berlakunya Pancasila ( Rumusan V) sebagai 
dasar falsafah Negara Republik Indonesia, sebagai 
landasan bersama hidup bernegara. 
3. Sikap agamis, Pancasila adalah suatu filsafat bangsa 
Indonesia, bukan agama, baik dalam arti khusus 
maupun dalam arti luas. Pancasila, sila demi sila yang 
lima, pada dasarnya tidak ada satupun yang 
bertentangan dengan Islam, kecuali apabila diisi 
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dengan tafsiran-tafsiran dan perbuatan yang 
bertentangan dengan ajaran Islam.  
4. Sikap idilogis politis. Pancasila (rumusan terakhir, 
yaitu rumusan V): Pancasila adalah dasar dan falsafah 
Negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan 
konsesus nasional yang harus dihormati sebagai 
landasan bersama untuk hidup bernegara yang 
mengikat segenap aliran dan golongan bangsa dan 
warga Republik Indonesia yang harus ditegakkan 
bersama sama dengan saling menghormati identitas 
masing-masing. 
Rumusan resmi Pancasila adalah : 
1. Ketuhanan Yang Maha Esa 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.20 
Hal penting yang menarik pertama paham keesaan Tuhan 
yang paling konsekuen adalah tentang tauhid dalam akidah Islam. 
Kedua didalam rumusan Pancasila terdapat kata-kata yang juga 
terdapat dalam bahasa Al-Qur’an, kitab suci umat Islam, yaitu 
adil, beradab, kerakyatan, hikmah, permusyawaratan, perwakilan, 
keadilan, dan rakyat. Adalah ironi apabila terjadi penafsiran 
tentang pancasila yang tidak sejalan atau tidak sesuai dan 
bertentangan dengan Al-Qur’an, kitab suci mayoritas umat Islam 
bangsa Indonesia. Umat Islam mengalami dan menyadari adanya 
usaha-usaha golongan tertentu yang mengkhianati konsesus 
nasional yang sudah dicapai itu dengan jalan mengingkari 
hubungan historis dan ideal spiritual antara Piagam Jakarta dan 
UUD 1945 (Pembukaan dan batang tubuh UUD). Pengingkaran 
                                                 
20 Endang Saifudin Anshar, Wawasan Islam, Gema Insan Press-Jakarta,2004 
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itu dapat meretakkan bahkan memecah belah bangsa Indonesia 
dan mengancam keselamatan Republik Indonesia.
21
 
Umat Islam Indonesia sebagai muslim adalah pewaris dan 
penerus risalah Rasulullah S.A.W. sebagai umat dakwah dan 
jihad, sebagai patriot adalah pewaris Rasulullah dan pelanjut 
jihad tercermin dari perjuangan untuk mewujudkan Indonesia 
merdeka menjadi negara kesatuan pengorbanan jiwa dan harta 
para pejuang muslim dalam rangka pengabdian kepada Allah 
S.W.T. melalui kewajiban Jihad perjuangan.  
Konstitusi UUD 1945 yang dimiliki oleh Negara Indonesia 
merupakan perjanjian yang harus ditaati oleh seluruh rakyat tanpa 
terkecuali sama halnya pada saat Rasullah membuat Piagam 
Madinah tanpa terkecuali seluruh rakyat Madinah mematuhi 
konstitusi Madinah tersebut. Pembinaan masyarakat yang 
dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. dalam menjaga kehidupan 
berbangsa dan Negara agar tetap kondusif.  tercermin pula pada 
bangsa Indonesia dalam pembinaan kehidupan masyarakat 
Indonesia dikembangakan sikap hormat-menghormati dan 
bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut 
kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina 
kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan 
berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
 
F. Kesimpulan  
Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah 
S.W.T., agama yang sempurna dan tertinggi, agama penyerahan 
diri semata-mata kepada Allah, agama semua nabi, agama yang 
sesuai dan serasi benar dengan fitrah kejadian manusia, agama 
yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dan 
sesama manusia, serta manusia dan lainnya. 
Diantara makhluk Allah yang diberi tanggungjawab 
amanah Ilahi adalah manusia, kedudukan manusia adalah yang 
paling tinggi diantara makhluk-makhluk lainya, pada satu pihak 
                                                 
21 Ending Saifuddin Anshari, Wawasan Islam, Gema Insan-Jakarta,2004. 
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manusia berkedudukan sebagai abdi atau hamba Allah, untuk 
melaksanakan ibadah atau pengabdian kepada Allah. Manusia 
telah dinobatkan sebagai khalifah dimuka bumi untuk 
merealisasikan nilai-nilai,norma-norma dan kehendak ilahi diatas 
bumi. 
Negara adalah organisasi teritorial suatu bangsa yang 
memiliki kedaulatan, yaitu institusi  suatu bangsa yang berdiam 
pada suatu wilayah tertentu dengan memiliki fungsi untuk 
menyelenggarakan kesejahteraan bersama, secara material dan 
spiritual. 
Dalam Islam kedaulatan mutlak hanya berada ditangan 
Allah, kedaulatan nisbi/insani dianugerahkan kepada manusia 
atau rakyat sebagai khalifah Allah untuk melaksanakan kehendak 
ilahi diatas bumi. Dalam melaksanakan kekhalifahannya manusia 
melaksanakan sistem dari ciri ajaran Islam yaitu musyawarah 
(syura) ,memilih dan mengangkat para pemimpin sebagai 
pelaksana amanah. Ketaatan mutlak hanya boleh kepada Allah 
dan Rasul-Nya, ketaatan kepada para pemimpin yang mereka 
pilih itu memiliki batas atau tidak mutlak, yaitu sepanjang sang 
pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan setia kepada 
kesepakatan bersama yang telah dibuat antara rakyat dan 
pimpinan itu. 
Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk 
pemerintahan dan Negara, apakah monarki atau monarki 
konstitusional atau republik, akan tetapi nampaknya republik 
adalah yang dapat menampung aspirasi Islam. Umat Islam dapat 
melaksanakan ajaran agama dan ketaatan pada Allah S.W.T. 
Indonesia merupakan implementasi dari Madinah dalam rangka 
menciptakan tatanan masyarakat yang sesuai dengan Islam dan 
umat Islam dapat menjalankan syari’ah Islam dan kebahagiaan 
hidup bagi umat manusia. 
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